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BUPATI MAGETAN 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI MAGETAN 

NOMOR  57  TAHUN 2021 

TENTANG 

ANALISA STANDAR BELANJA, STANDAR TEKNIS DAN STANDAR HARGA 

SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN 

TAHUN ANGGARAN 2022 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI MAGETAN, 

 

Menimbang  : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Lampiran Bab II 

huruf D huruf o Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Keuangan Daerah disebutkan bahwa analisis standar 

belanja, standar teknis dan standar harga satuan 

ditetapkan dengan Peraturan  Bupati; 

  b. bahwa analisis standar belanja, standar harga satuan,  

dan/atau standar teknis sebagaimana dimaksud huruf a 

digunakan untuk menyusun rencana kerja  

dan anggaran dalam penyusunan rancangan Peraturan 

Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah; 

  c. bahwa untuk keperluan sebagaiman dimaksud huruf a 

dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Analisis Standar Belanja, Standar Teknis dan Standar 

Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 

Anggaran 2022; 

SALINAN 
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Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 142, Tambahan Lembahan Negara Republik 

Indonesia Nomor 6532) 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6041); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);  
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7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang 

Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

157); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

547); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 

tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 2083); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

1447). 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781). 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISA STANDAR 

BELANJA, STANDAR TEKNIS DAN STANDAR HARGA 

SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 

ANGGARAN 2022. 
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Pasal 1 

 

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Analisis Standar 

Belanja, Standar Teknis dan Standar Harga Satuan 

Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022. 

 

Pasal 2 

 

Standar Teknis dan Standar Harga Satuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 merupakan batas harga tertinggi 

dalam penyusunan anggaran pelaksanaan kegiatan 

pembangunan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. merupakan harga tertinggi serta dapat dinegosiasi kembali 

untuk memperoleh harga yang lebih menguntungkan 

untuk Pemerintah Kabupaten Magetan; 

b. merupakan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja 

dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

(DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); 

c. merupakan salah satu acuan yang digunakan sebagai 

dasar penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS); 

d. Standar Teknis dan Standar Harga Satuan dimaksud 

diprediksi untuk kondisi normal, sedangkan untuk situasi 

dan kondisi khusus dapat dilakukan perhitungan ulang 

dengan prinsip transparansi, akuntabel dan efisien; 

 

Pasal 3 

 

(1) Analisis Standar Belanja sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I 

Peraturan ini. 

(2) Standar Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II 

Peraturan ini 

(3) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III 

Peraturan ini. 
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Pasal 4 

 

(1) Penggunaan jenis barang/jasa yang belum diatur dalam 

Peraturan ini dilakukan menurut kondisi pasar setelah 

mendapat ijin dari Bupati dengan prinsip transparansi, 

akuntabel dan efisien 

(2) Apabila terjadi perubahan harga yang sangat signifikan di 

pasaran atas Standar Harga Satuan yang ditetapkan oleh 

Bupati, yang diakibatkan kebijakan pemerintah dan atau 

akibat kejadian force majeure, maka Perangkat Daerah 

dapat melaporkan kepada Bupati dengan dilampiri bukti 

pendukung hasil survey dan dapat mengusulkan 

penambahan. 

 

Pasal 5 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan. 

  

Ditetapkan di Magetan 

pada tanggal 29 Oktober 2021 

 

BUPATI MAGETAN, 

 TTD 

SUPRAWOTO 

Diundangkan di Magetan 

pada tanggal 29 Oktober 2021 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN, 

                         TTD 

                   HERGUNADI 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021 NOMOR  57 

 

 

 

















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

3 ST Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 14 1 1 0 JOKO TRIHONO, S.Sos, Msi 197304161993031007 S2

4 ST Sekretaris Dinas Sekretariat Dinas Parbud 12 1 1 0 Dian Astuti Purwandani SE, MM197609122002122010 S2

5 ST Kasubag Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Parbud 9 1 1 0 RENI DWI IRYANTI, SE 197809142003122014 S1

6 JP Pengelola Saranan dan Prasarana Kantor Subag Umum dan Kepegawaian 6 1 1 0 Ervin Destria S., A.Md 198012262011011003 DIII

7 JP Pengelola Kepegawaian Subag Umum dan Kepegawaian 6 1 1 0 AGUS NURALIM, AMd 197308042006041015 DIII

8 JP Pengelola Barang Milik Negara Subag Umum dan Kepegawaian 6 0 1 1

9 JP Pranata Kearsipan Subag Umum dan Kepegawaian 6 0 1 1

10 JP Penyusun Rencana  Kebutuhan Sarpras Subag Umum dan Kepegawaian 7 0 2 2

11 JP Pengadministrasi Umum Subag Umum dan Kepegawaian 5 0 2 2 SMA, SMK

12 JP Pengemudi Subag Umum dan Kepegawaian 3 0 0 0

13 JP Juru Pungut Kebersihan Subag Umum dan Kepegawaian 1 26 26 0

14 JP Petugas Keamanan Subag Umum dan Kepegawaian 3 37 37 0

15 ST Kasubag Keuangan Sekretariat Dinas Parbud 9 1 1 0 SOLEKAN, S Sos 196806251989031011 S1

16 JP Penata Laporan Keuangan Subag Keuangan 7 1 1 0 DIEN RAFINA, STTPar 197709092005012010 S1

17 JP Verifikator Keuangan Subag Keuangan 6 1 1 0 HENY TRIANA RACHMAWATI, AMd198606292010012033 DIII

18 JP Bendahara Subag Keuangan 7 0 1 1 S1 Akutansi

Pengelola Pendapatan Subag Keuangan 6 0 2 2

Pengadministrasi Keuangan Subag Keuangan 5 0 1 1

21 ST Kasubag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat Dinas Parbud 9 1 1 0 HERMIN ROCHANAWATI, S Sos196909301993032003 S1

22 JP Pengadministrasi Perencanaan dan Program Subag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan 5 1 2
1

IKA RIANAWATI 198409162003122001
SMA, SMK Jurusan 

informatika

23 JP Pengevaluasi Program dan Kinerja Subag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan 7 1 1 0  Dwi Astuti Hadi Puryanti, S.IP 198111232011112001 s1

24 JP Analis Rencana Program dan Kegiatan Subag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan 7 0 0 0

Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan Subag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan 7 0 1 1

Pengelola bahan Perencanaan Subag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan 6 0 1 1

27 ST Kabid Pengelolaan Pariwisata Bid Pengelolaan Pariwisata 11 1 1 0  EKA RADITYO S.STP 198312112003121001 DIV

28 ST Kasi Pengelolaan Daya Tarik, Kawasan Strategis dan Destinasi Bid Pengelolaan Pariwisata 9 1 1 0 DIDIK KURNIYAWAN, AMd 198101282005011012 DIII

29 JP Analis Pariwisata
Seksii Pengelolaan Daya Tarik, Kawasan Strategis dan 

Destinasi
7 0 1 1

30 JP Pengelola Sarana Wisata
Seksii Pengelolaan Daya Tarik, Kawasan Strategis dan 

Destinasi
6 0 2 2

S1 Pariwisata

Pengadministrasi Sarana dan Prasarana
Seksii Pengelolaan Daya Tarik, Kawasan Strategis dan 

Destinasi
5 0 2 2

32 ST Kasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Bid Pengelolaan Pariwisata 9 1 1 0 HAPPY HERAWATI, ST, MM 196806292000122001 S2

33 JP Pemandu Wisata Seksi  Pengembangan Sumber Daya Pariwisata 5 2 2
0

SUDARMANTO                                    

MARIMAN

196610101996021002 

197608292009011007 SMA, STM

34 JP Penyuluh Wisata Seksi  Pengembangan Sumber Daya Pariwisata 7 0 2 2 S1 Pariwisata

Analis Obyek Wisata Seksi  Pengembangan Sumber Daya Pariwisata 7 0 1 1

36 ST Kasi Usaha, Sarana dan Jasa Pariwisata Bid Pengelolaan Pariwisata 9 1 1 0 CITRA NATALIA WIDIASTAMI, STTPar197912272005012016 DIV

37 JP Pengadministrasi Izin Usaha Pariwisata Seksi Usaha, Sarana dan Jasa Pariwisata 5 2 2 0
AGNES STACYA SUMARNO, 

AMd   SUHARIYANTO

198603012010012029    

197802242009011004
DIII, SMA

38 JP Pengawas Perhotelan Seksi Usaha, Sarana dan Jasa Pariwisata 7 1 1 0 DWIE SULISTYONO, STTPar 197904012009011007 S1 

Pengelola Usaha Kepariwisataan Seksi Usaha, Sarana dan Jasa Pariwisata 6 0 2 2

KEBUTUHA

N

EVALUASI KEBUTUHAN TAHUN 2022

SESUAI DENGAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA

KURANG/LEBIH
Nama NIP KUALIFIKASI PENDIDIKAN

NO. JABATAN  NAMA JABATAN   UNIT ORGANISASI 
KELAS 

JABATAN

Persediaan 

Pegawai



40 JP Pengadministrasi Karcis Seksi Usaha, Sarana dan Jasa Pariwisata 5 6 10 4 SARKO 197110122002121007 SMA

NARDI 196602082008011006 SMA

EDI POERYANTO 197706232008011014 SMA

JOKO SULISTYO 197602232009011004 SMA

AGUS WINARNO 197112272008011009 SMA

ARDIA PUJI ASTUTI 197405242008012008 SMA

41 JP Juru Pungut Retribusi Seksi Usaha, Sarana dan Jasa Pariwisata 3 6 6 0 SUYONO 196605182008011007 SMP

SADIKUN 196509042008011012 SMP

SADENI 197312042008011007 SD

SISWOYO 197006062008011017 SD

SUBANI 196709062008011007 SD

GUDEL WALUYO 197208302008011004 SD

42 ST Kabid Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif
Bid Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi 

Kreatif
11 1 1 0

ITA PUSPITARINI S.Sos 197204091995032001 S1

43 ST Kasi Promosi dan Informasi Pariwisata
Bid Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi 

Kreatif
9 1 1

0 IIK ERVAN HARWANTO S.Sos 198107062005011005 S2

44 JP Pengelola Informasi Kepariwisataan Seksii Promosi dan Informasi Pariwisata 6 1 1 0 Putri Rohmadiyanti, A.Md 199710252020122005 DIII

45 JP Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi Seksii Promosi dan Informasi Pariwisata 7 0 1
1 DIII Pariwisata, Komunikasi

46 JP Pengelola Tekhnologi dan Informasi Seksii Promosi dan Informasi Pariwisata 6 0 1 1 S1 Pariwisata

47 ST Kasi Pengembangan Ekonomi Kreatif
Bid Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi 

Kreatif
9 1 1

0 RATNA HENDRAPURI, SE 198105172010012021 S1

48 JP Analis Ekonomi Kreatif Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif 7 0 2
2 DIII Pariwisata, Komunikasi

49 JP Pengelola Usaha Kepariwisataan Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif 6 1 1 0 Raffendra Kusuma Perkasa, A.Md199603112020121003 DIII

50 JP Analis Pariwisata Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif 7 1 1 0 S1 Pariwisata

51 ST Kasi Pendataan, Pengembangan Pasar dan Kerjasama Pariwisata
Bid Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi 

Kreatif
9 1 1

0
DJATMIKO, AMd 197802182002121006 DIII

52 JP Pengawas Kepariwisataan
Seksi Pendataan, Pengembangan Pasar dan Kerjasama 

Pariwisata
7 0 1 1 Ana Widyawati, SE 198111262003122005 S1

Penyusun  Promosi  dan Kerjasama
Seksi Pendataan, Pengembangan Pasar dan Kerjasama 

Pariwisata
7 0 1 1

Pengelola data
Seksi Pendataan, Pengembangan Pasar dan Kerjasama 

Pariwisata
6 0 1 1

55 ST Kabid Kebudayaan Bid. Kebudayaan 11 1 1 0 BAMBANG JOKO PURNOMO, S.Kar196702261994031005 S1

56 ST Kasi Pelestarian Tradisi Budaya Bid. Kebudayaan 9 0 1 1

57 JP Analis Budaya Seksi Pelestarian Tradisi Budaya 7 1 1 0

58 JP Pengelola Data Nilai Budaya DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 6 0 1 1

59 ST Kasi Pembinaan Kesenian dan Kelembagaan Budaya Bid. Kebudayaan 9 1 1 0 HAPSARI TRI WAHYUNI, S Pd 197905082009012002 S1

60 JP Analis Kerjasama Kebudayaan Seksi Pembinaan Kesenian dan Kelembagaan Budaya 7 0 1 1

JP Pengelola adat dan Kebudayaan Seksi Pembinaan Kesenian dan Kelembagaan Budaya 6 0 1 1

JP Pengadministrasi Kesenian Dan Budaya Daerah Seksi Pembinaan Kesenian dan Kelembagaan Budaya 6 0 1 1

63 ST Kasi Pelestarian Cagar Budaya dan Sejarah Lokal Bid. Kebudayaan 9 1 1 0 ISWAHYUDI 196310131984031006 STM

JP Kurator seni Seksi Pelestarian Cagar Budaya dan Sejarah Lokal 7 0 1 1

65 JP Pengelola Data Cagar Budaya dan Koleksi Museum Seksi Pelestarian Cagar Budaya dan Sejarah Lokal 6 1 1 0 KURNIA DAMAYANTI, AMd 197710192010012011 DIII

66 JF JF Pranata Komputer Terampil/Pelaksana Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 6 1 1 0 EKO PRASETYO, AMd 198701232010011009 D3 Komputer

52 JF JF Pranata Komputer Terampil/Pelaksana Lanjutan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 0 0 0

53 JF JF Pranata Komputer Penyelia Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 0 0 0

54 JF JF Pranata Komputer Ahli Pertama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 0 0 0

56 JF JF Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 0 0 0

57 JF JF Pranata Komputer Ahli Madya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 0 0 0

58 JF JF Pamong Budaya Ahli Pertama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 8 0 4 4
S1 Karawitan, S1 

Kebudayaan

59 JF JF Pamong Budaya Ahli Muda Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 0 0 0



60 JF JF Pamong Budaya Ahli Madya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 0 0 0

61 JF JF Pamong Budaya Terampil/Pelaksana Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 6 0 6 6
D3 Karawitan, D3 

Pedalangan

62 JF JF Pamong Budaya Terampil/Pelaksana Lanjutan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 0 0 0

63 JF JF Pamong Budaya Penyelia Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 0 0 0

Keterangan

1 isi dengan nomor urut

2 jenis jabatan, ST untuk struktural, JP untuk Jabatan Pelaksana dan JF untuk Jabatan Fungsional

3 nomenklatur jabatan sesuai dengan SOTK, Permenpan 41 2018 dan Permenpan ttg jabatan fungsional

4 unit organisasi

5 kelas jabatan

6 persediaan pegawai saat ini

7 kebutuhan pegawai sesuai dengan anjab dan abk

8 kurang lebih pegawai saat ini

9 nama pemangku jabatan saat ini

10 NIP pemangku jabatan saat ini

11 Kualifikasi pendidikan pemangku jabatan saat ini

Mengetahui

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MAGETAN

JOKO TRIHONO, S.Sos, M.Si
Pembina Tk I

NIP. 197304161993031007


























































































